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PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Prm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim pengadilan
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikahyang diajukan oleh:

Beni Okrizon bin Ali Kutar, tempat dan tanggal lahir Pasa Dama, 04

Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Lurah
Bareno Nagari Lubuk Pandan Kecamatan
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;
Neli Suriani binti Kasmudin, tempat dan tanggal lahir Muara Suma,
06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Lurah
Bareno Nagari Lubuk Pandan Kecamatan
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan Itsbat
nikah secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan
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register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Prm tanggal 3 Januari 2022, dengan

dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il serta telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 6 Juni 2003
di rumah orang tua Pemohon | di Korong Pasa Dama Nagari Parit
Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh Pemuka Agama yang bernama
Labai Payo (alm), wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon II
yang bernama Kasmudin, dengan saksi-saksi bernama Ibrahim dan By.
Seri dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, Pemohon |
berstatus jejaka, sedangkan Pemohon Il berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, karena
disebabkan ketika itu ada salah seorang pihak yang tidak setuju untuk
melanjutkan pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il disebabkan
hal tersebut lah yang membuat Pemohon | dengan Pemohon Il menikah
sirri;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah
tangga tinggal dan menetap di Korong Lurah Bareno Nagari Lubuk Pandan
Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah

dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama;

5.1. Airin Zifara Kasih, lahir tanggal 22 Agustus 2004;
5.2. Nabila Aqilah Najla, lahir tanggal 22 Juni 2009;
5.3. Habib Abdallah Abdad, lahir tanggal 20 Oktober 2015;

6. Bahwa selama Pemohon | dengan Pemohon Il membina rumah tangga,
tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon |

dengan Pemohon II;
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7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat
taklik talak dari Pemohon | kepada Pemohon Il;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon 1l terlindungi secara
hukum, maka Pemohon | dan Pemohon Il ingin mendapatkan bukti resmi
dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, selain itu Pemohon |
dan Pemohon Il bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), untuk
mengurus AKTA kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon Il serta untuk
keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il, untuk
tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon | dengan Pemohon Il selain
memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama
Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon | dengan
Pemohon Il agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon |
dengan Pemohon Il lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon | dan
Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q.
Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan
Pemohon | dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar
sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon |l

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Beni Okrizon bin Ali
Kutar) dengan Pemohon 1[I (Neli Suriani binti Kasmudin) yang
dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2003 di rumah orang tua Pemohon | di
Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon II;

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini Pemohon | dan Pemohon Il telah datang menghadap
ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Pariaman telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah
tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14
(empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa
tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Pariaman sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah
tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini bahwa karena perkara ini mengenai
pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan
surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut:

1. Rianto binti Nazir, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I,

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 6 Juni
2003, di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung

Pemohon Il yang bernama Kasmudin;

HIm. 4 dari 12 him. Penetapan Nomor. 1/Pdt.P/2022/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dihadiri 2 (dua)

orang saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dengan mahar

seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon | saat menikah dengan Pemohon I

adalah perjaka dan Pemohon Il adalah perawan;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan

sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang

perkawinan mereka selama Pemohon | dan Pemohon Il hidup

sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon Il begitu

juga sebaliknya;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai saat ini beragama

Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar di

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
2, Doni Hendra binti Azwar, Saksi adalah tetangga Pemohon I,
dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 6 Juni

2003, di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan

Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung

Pemohon Il yang bernama Kasmudin;
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- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dihadiri 2 (dua)
orang saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dengan mahar
seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon | saat menikah dengan Pemohon I
adalah perjaka dan Pemohon Il adalah perawan;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan
sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang
perkawinan mereka selama Pemohon | dan Pemohon Il hidup
sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon Il begitu
juga sebaliknya;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai saat ini beragama
Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan
kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan
memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam
tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 Aprii 2006 tentang
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Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak
ada, maka Majelis berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah
dengan alasan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan menurut Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai pengesahan
perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke
persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah
dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi
syarat formal alat bukti saksisebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1)
R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg joPasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi
Pemohon | dan Pemohon Il adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan
serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak
saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-
dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il. Berdasarkan hal tersebut Majelis
Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal
309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon I
serta bukti yang diajukanPemohon | dan Pemohon Il di atas, telah diperoleh
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 6 Juni 2003, di di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang
bernama Kasmudin dihadiri dua orang saksi bernama lbrahim dan By. Seri
dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon | saat menikah dengan Pemohon Il jejaka, dan
Pemohon Il gadis;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sewaktu menikah dan sampai saai ini
beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuandan tidak ada pula
bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilangsungkan
pada tanggal tanggal 6 Juni 2003, di Korong Pasa Dama, Nagari Parit
Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan
sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum
Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta
tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan
dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan
bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali
nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pula ada halangan untuk menikah,
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal
41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon | dengan Pemohon
Il menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon | dan
Pemohon Il dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini
adalah Pengadilan Agama Pariaman;
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Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b) Hilangnya akta nikah.

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan.

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan.

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah
ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon |l yang dilaksanakan pada
tanggal 6 Juni 2003, di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan
Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah
dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon | dan Pemohon I
dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan
dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat
nikah Pemohon | dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
kepada Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan
pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;
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Menimbang,bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepadaPemohon | dan Pemohon II;

Mengingat,semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (Beni Okrizon bin Ali Kutar)

dan Pemohon Il (Neli Suriani binti Kasmudin) yang dilaksanakan pada

tanggal 6 Juni 2003 di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang,

Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon 1l untuk mencatatkan

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami Anneka Yosihilma, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muzakkir, S.H. dan Milda Sukmawati, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Riswan, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh
Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Ttd Ttd
H. Muzakkir, S.H. Anneka Yosihilma, S.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Milda Sukmawati, S.H.l.

Panitera,
Ttd

Riswan, S.H
Perincian biaya:

11. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2.2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. ,00
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,00

Pariaman, 8 Desember 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Pariaman

Riswan, S.H.
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